WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR ®¢ TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

- /

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran 2024,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4114);

3. Undang-Undang L /\ {



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan (/f




10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

14. Peraturan l/r



Menetapkan

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2022 Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2024 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

Nomor 3);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB1 UZ



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau,
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah di Kota Lubuk Linggau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal
adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

BABII
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2024
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1.

' 3

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 141.860.866.156,03
b. Pendapatan Transfer Rp.1.039.299.418.215,36
c. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Rp.1.181.160.284.371,39
Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp. 378.973.929.328,80

2) Belanja BarangdanJasa  Rp. 306.795.923. 921,06

3) Belanja U’



3) Belanja Bunga Rp.  4.664.829.113,00
4) Belanja Hibah Rp. 64.463.737.529,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.___2.156.600.000,00
Jumlah Belanja Operasi  Rp. 757.055.019.891,86
b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah Rp 762.000.000,00
2) Belanja Modal Peralatan

Mesin Rp. 36.134.037.496,00
3) Belanja Modal Gedung

dan Bangunan Rp 49.714.853.524,00
4) Belanja Modal Jalan,

Jaringan dan Irigasi Rp. 293,072,913,608,03
5) Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya Rp. 15.573.654.576,64

Belanja Modal Aset
6) Lainnya Rp.____J08.051,620,00

Jumlah Belanja Modal Rp. 395.565.510.824,67

¢. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga  Rp.___1.840.066.661.00
Jumlah Belanja Tidak Rp 1.840.066.661,00

Terduga

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 7.480.252.553,07
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 31.009.633.224,00
Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 23.529.380.670,93)

Sisa lebih/kurang
pembiayaan tahun berkenaan Rp. 3.170.306.322,93

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.

Pasal 4
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 yang dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran
laporan realisasi anggaran.

Pasal 5 l/f



Pasal 5

Penjelasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran [.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, T+ A4ush.s 2025

WALI KOTA LUBUK

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, T Apeshss 2924

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,
d

TRI ANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR *F



